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gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan
sebagai ucapan setuju”.

. Pasal 5 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi,
"pembatalan  persetujuan  tindakan  kedokteran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
secara tertulis oleh yang memberi persetujuan”.

Pasal 7 Ayat (3) Permenkes 290/2008 berbunyi,
"penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran:

b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan:

c. Altematif tindakan lain, dan risikonya;

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi: dan

e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

f. Perkiraan pembiayaan”.

Pasal 9 Ayat (1) Permenkes 290/2008 berbunyi,
"penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang
mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk
mempermudah pemahaman®.

. Pasal 9 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi,
"penjelasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam
kedokteran oleh dokter atau dokter gigi yang
memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal,
waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan
penerima penjelasan”.

Pasal 16 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi,
“penclakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis”.
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Para pihak dalam hal ini adalah dokter dan pasien.
Pernyataan kemauan dokter adalah informasi tentang tindakan
kedokteran terhadap pasien, sedangkan pernyataan kemauan
pasien adalah izin atau penolakan terhadap tindakan
kedokteran yang telah diinformasikan oleh dokter. /nformed
consent dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Informed
consent harus tertulis dan ditandatangani jika tindakan
kedokteran berisiko tinggi.

. Informed Consent Menunjukkan/Memenuhi Unsur "Terjadi
Pada Saat Pihak yang Menawarkan (Pemberi Informasi),
Menerima Jawaban Dari Pihak Lawan (Penerima
Informasi)”

Informed consent menunjukkan/memenuhi unsur "terjadi
pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari
pihak lawan”, yang merupakan salah satu unsur pembentuk
kesepakatan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan
sebagai berikut:

a. Pasal 45 Ayat (2) UUPK  berbunyi, "persetujuan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah
pasien mendapat penjelasan secara lengkap”.

b. Pasal 2 Ayat (3) Permenkes 290/2008 berbunyi,
“persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang
diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran
dilakukan™.

c. Pasal 5 Ayat (1) Permenkes 290/2008 berbunyi,
"persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau
ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum
dimulainya tindakan”.



d. Pasal 14 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi,
"persetujuan penghentian/fpenundaan bantuan hidup
oleh keluarga terdekat pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setelah keluarga mendapat
penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan®.

e. Pasal 16 Ayat (1) Permenkes 290/2008 berbunyi,
"penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh
pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima
penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan
dilakukan”.

f. Pasal 44 Ayat (2) Permenkes 290/2008 berbunyi,
"persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup
oleh keluarga terdekat pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setelah keluarga mendapat
penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan”.

Jawaban dari pihak lawan (pasien) dapat berupa izin
(persetujuan) atau penolakan tindakan kedokteran yang
ditawarkan (diinformasikan) oleh pihak yang menawarkan
(dokter). Jika belum ada jawaban dari pasien terhadap
informasi yang diberikan oleh dokter, maka belum ada
kesepakatan apakah tindakan kedokteran akan dilakukan.

Suatu tindakan kedokteran dapat dilakukan apabila dokter
yang memberikan informasi (menawarkan tindakan) menerima
izin (jawaban) dari pasien atas tindakan kedokteran tersebut.
Informasi dari dokter merupakan dasar dari izin yang diberikan
oleh pasien, sedangkan izin dari pasien merupakan dasar bagi
dokter untuk melakukan suatu tindakan kedokteran terhadap
pasien tersebut.

Pemberian jawaban dari pasien haruslah bebas dari cacat
kehendak, yaitu kesesatan (dwaling), paksaan (dwang),
penipuan (bedrog), dan penyalahgunaan keadaan (misbruik
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van omstandigheden). Apabila terbukti ada cacat kehendak,
maka informed consent dari pasien tidak sah.

Korelasi antara informed consent dan asas
konsensualisme dalam transaksi terapeutik dapat dilihat dari
unsur-unsur pembentuk kesepakatan (sebagai wujud asas
konsensualisme). Unsur "kemauan (wifl) para pihak untuk saling
berpartisipasi atau ada kemauan untuk saling mengikatkan diri”
tampak pada saat pasien memberikan izin (conseni) kepada
dokter untuk melakukan tindakan kedokteran atas dirinya. 1zin
tersebut diberikan pasien setelah mendapatkan penjelasan dari
dokter. Penjelasan dari dokter merupakan tawaran karena
informasi tersebut merupakan dasar pertimbangan bagi pasien
untuk menerima atau menolak tindakan kedokteran yang akan
dilakukan terhadapnya.

Unsur "pernyataan kemauan para pihak baik secara tegas
(tertulis atau tidak tertulis) maupun diam-diam” dapat dilihat
pada saat dokter memberikan informasi tentang hal-hal yang
berkaitan dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan
terhadap pasien dan pada saat pasien memberikan izin atau
penolakan (informed consent) terhadap tindakan yang telah
diinformasikan oleh dokter. Informed consent dapat diberikan
secara tegas (tertulis atau tidak) maupun diam-diam. Dalam
hal tindakan kedokteran memiliki risiko tinggi, informed consent
harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Begitu juga bila
pasien menolak, maka penolakan tindakan kedokteran harus
dibuat secara tertulis.

Unsur "terjadi pada saat pihak yang menawarkan
menerima jawaban dari pihak lawan” dapat dilihat pada saat
pasien (sebagai pihak lawan) memberi jawaban berupa
izin/persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran yang
ditawarkan oleh dokter (sebagai pihak yang menawarkan). Jika
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belum ada jawaban dari pasien terhadap informasi yang
diberikan oleh dokter, maka belum terjadi kesepakatan apakah
tindakan kedokteran akan dilakukan atau tidak. Pemberian
Jawaban dari pasien harus bebas dari cacat kehendak, yaitu
kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog),
dan/atau penyalahgunaan keadaan.



